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Ini merupakan perjuangan yang panjang, namun perjuangan melawan kekerasan seksual di universitas-universitas di Indonesia perlahan-lahan mulai mendapat titik terang.
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Setelah perjuangan panjang, licin dan berliku, mahasiswa dan akademisi di Indonesia sekarang memiliki aturan untuk melindungi mereka dari kejahatan seksual 
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Pada tahun 2019, lima mahasiswa dari Universitas Indonesia duduk di sebuah ruangan di Fakultas Hukum. Empat laki-laki dan satu perempuan berasal dari dua lembaga yang sangat berbeda: Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dan Hopehelps UI, sebuah jaringan komunitas yang dipimpin oleh para sukarelawan yang memberikan bantuan kepada para korban kekerasan.
Jarang sekali ada perwakilan dari dua kelompok ini yang berkumpul dan duduk bersama untuk berbicara. Namun, ada satu hal yang menyatukan mereka: kekerasan seksual.

Pertemuan ini diadakan pada saat kekerasan seksual di kampus-kampus menjadi pemberitaan utama di media, seperti Tirto.id, The Jakarta Post, dan VICE Indonesia, yang semuanya melaporkan masalah ini setelah kasus Agni yang menjadi sorotan utama - yang menjadi pemicu gerakan menentang kekerasan seksual di kampus - dan kasus penyair yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap mahasiswi Universitas Indonesia. Pada tahun 2019, ada lima kasus yang dilaporkan ke Hopehelps yang melibatkan catcalling, mengintip, dan bahkan mengambil gambar mahasiswi di toilet.

Pada saat itu, hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada jalan bagi para korban untuk mencari keadilan. "Kami sangat sedih setiap kali mendapat laporan tentang kekerasan seksual," kata M. Wildan Teddy, direktur Hopehelps pada saat itu. "Kami hanya bisa mendengarkan cerita para korban. Tapi itu tidak cukup. Korban terkadang tidak mau melapor ke fakultas karena ... tidak ada tindak lanjut atas kasus mereka. Atau korban sering disalahkan. Mereka hancur."

Kelompok-kelompok mahasiswa mengembangkan prosedur untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di kampus. Setelah pedoman tersebut diterbitkan, kampus-kampus lain mengikutinya. Pemerintah kemudian mengesahkan undang-undang pada tahun 2021 dengan Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang diikuti oleh Undang-Undang Kekerasan Seksual pada Mei 2022. Peraturan Rektor Universitas Indonesia diberlakukan bulan lalu. 

Pada saat kasus Agni terjadi, belum ada perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. Undang-Undang Kejahatan Seksual masih dalam tahap pembahasan, dengan perdebatan seputar kata "persetujuan". Mempertimbangkan persetujuan berarti pemerintah Indonesia secara diam-diam mengakui semua hubungan seksual, termasuk perselingkuhan atau di antara pasangan yang belum menikah - sebuah gagasan yang kontroversial di negara yang mayoritas penduduknya beragama.

Pada tahun 2021, dengan kekerasan seksual di kampus-kampus menjadi sorotan, Kementerian Pendidikan memberlakukan peraturan menteri yang mewajibkan semua lembaga pendidikan untuk menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang. Namun, hal ini tidak berjalan mulus. Terjadi perdebatan antara kelompok moralis, kelompok garis keras agama dan aktivis tentang definisi kekerasan seksual, perlindungan terhadap korban dan siapa saja yang termasuk dalam kategori korban.

Kelompok agama menolak peraturan tersebut karena dianggap tidak mengatur tentang perzinahan, sehingga memungkinkan perzinahan terjadi di dalam kampus. Mereka berargumen bahwa peraturan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia dan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung agar peraturan tersebut dibatalkan. Menanggapi hal tersebut, lebih dari 1000 akademisi dan mahasiswa menandatangani surat terbuka yang menolak Peninjauan Kembali dan mendukung Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 30 Tahun 2021. Perjuangan melawan kekerasan seksual diperkuat dengan adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang memperluas definisi kekerasan seksual dengan memasukkan bentuk-bentuk non-fisik, seperti pelecehan di media sosial.

Ada beberapa kemenangan lainnya. Sebelumnya, korban harus menyediakan dua saksi untuk membuktikan sebuah serangan. Sekarang, kesaksian dari korban saja -dengan bukti pendukung- sudah cukup. Selain itu, korban dapat memberikan kesaksian secara online dan ada peraturan mengenai konseling yang lebih baik untuk korban.

Namun, masih ada banyak tantangan di depan. Ada tanda tanya apakah pejabat lokal dan polisi akan menerima perubahan ini, atau mengejar kasus-kasus karena keterbatasan anggaran.

Namun, ada pelajaran yang bisa dipetik. Perlindungan hukum diperlukan; tidak cukup hanya dengan niat baik. Meskipun membawa pelaku ke pengadilan itu penting, program pencegahan dapat mengubah sikap di universitas-universitas di Indonesia. Dan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual membutuhkan upaya gabungan dari komunitas akademis, LSM, penyedia layanan, dan lembaga pemerintah. Harapannya, banyak hambatan yang dapat diatasi dan kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat menjadi sesuatu yang sudah berlalu.

Lidwina Inge Nurtjahyo adalah dosen dan peneliti di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dia telah mengembangkan klinik hukum perempuan dan anak di UI. Dia menyatakan bahwa dia tidak memiliki konflik kepentingan.
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